BERITA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang

| Mengin_gat

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATITAPANULITENGAH,

_bahwa untuk melaksanakan pasal 55 ayat (3) Peraturan
Bupati Tapanuli Tengah tentang Susunan Nomenklatur
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah, dipandang perlu menetapkan Perai:uran Bupati
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten ’I‘apanuii Tengah.

: 1. .Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Len'ibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia
1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 4286) ;
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara :Pemerintah Pusat dan
Pemer‘intah.l Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Républik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
" Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5238); '

. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lémbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang ._Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas ‘Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 246, Tambaﬁan Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomor 5589);

. 'Undahg—Uridang Nomor 30 Tahun ' 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 | Tahun 1§88 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Ne.gara Republik Indonesia Nomor
3373); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyélenggafaan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan | dan Pengawasan atas
Penyeienggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan = Uang Negara/ Daerah (Lembarah Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738});

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tehtang

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

v(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816); ' _
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana hasional Nomor 163 tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi,

Kabupaten/Kota;

‘Peraturan Daerah Kabupaten Tapénuli Tengah Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah,;

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016

tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat

~ Daerah Ké;bupaten Tapanuli Tengah.
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‘MEMUTUSKAN

'Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
' KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalei'm Peraturén Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

. Pemermtahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

Pemerintalh Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan

. prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

B

10.
11.

12.

dalam Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;

Sekretaris. Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

 yang selanjutnya disebut Sekdakab;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat
daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pehgendélian

Pendudlik’;dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah;

‘Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah,; '

Sekretaris; adalah - Sekretaris pada Dinas Pengendaiian Penduduk dan

- Keluarga Berepéana Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Bglrencana Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kepala Sub Ba;igian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan"Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kepala Seksi addlah Kepala Seksi pada Dinas Pengendahan Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah;

Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Organisasi Negara.



} ~ BABII
ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAGA
' BERENCANA
Bagian Pertama

KEDUDﬁKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

" {1) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Tipe A

yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2} Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

- Tapanuli Terigah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
Pasal 3

Dinas ~Pengenda1ian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
menyelenggarékan sebagian Kewenangan Daerah dibidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi perumusan kebljakan teknis,

perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian.

Pasal 4

| Un’ruk melaksanakan tugas tersebut 'sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3,

Dlnas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan terhadap
pengendélian penduduk dan keluarga berencana;

b. menyelenégar;akan upaya-upaya perigendalian penduduk dan keluarga

" berencana ; ‘ '

rnelakukan evaluas1 atas hasil penyelenggaraan upaya pengendalian

penduduk dan keluarga berencana

d. pelaksanaan tugas lain yang d1ber1kan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsmya
“Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5 |

[1] Secara hirarki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
terdiri dari Kepala Dinas, .Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
dan Kepala Seksi dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.




[2]

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, terdiri dari :

a.
b.

g

Kepalﬁ Dinas.

Sekretaris, terdiri dari :

1.  Subbagian Perencanaan;
2.  Subbagian Tata Usaha,;
3. Subbagian Keuangan dan Sarana.

. B1dang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :

1. Seksi Penyuluh Komunikasi Imformas1 dan Edukasi;

2. Seksi Advokasi dan Penggerakan
3. Seksi Penddyagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas

Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat

Pedesaan.

. Bidang Keiuérga Berencana, terdiri dari :

1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;

2. Seksi J éminan Pelayanan Keluarga Bérencana;
3. ' Seksi pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga
Berencana.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :

1. Seksi Ii’emberdayaan keluarga Sejahtera; .
2, Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, anak dan lanjut usia;
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja. |

Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :

1. Seksi Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian
P_enduduk;

2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;

3. Seksi Data dan Informasi. '

Unit Pelaksana Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAB III
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 6

Kepala ‘Dinas mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati Tapanuli Tengah

~ dalam penyelenggaan dibidang Pengendslian Penduduk dan keluarga

Berencana.

Pasal 7

}Untuk menyelénggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam -Pasal

6, Kepala Dinas menyelengga,tékan fungsi :

a.

memlmpm dan  mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pengendalian

Penduduk dan keluarga Berencana;

. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunJuk teknis sebagai dasar

pelaksanaan tugas pada Dinas Pengendahan Penduduk dan Keluarga

| Berencana sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Mendisposisi surat-surat kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

Perumusan keb1jakan teknis d1b1dang pengendallan penduduk dan

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

.mengenda]ikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris, Sub
vBaglan B1dang dan Seksi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk

dan keluarga Berencana;
mengoreksi dan menandatahgani surat — surat serta memaraf surat -
surat unﬁlk giitandatangani Bupati;

merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah -

 masalah pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian P_enduduk dan keluarga

" Berencana;

pelaksanaan norma, stémdar, prosedur dan krateria dibidang

pengendalian, kualitas pénduduk, keluarga berencana, ketahanan dan

' ' kesejahteraan keluarga;

‘ pelaksanaan pemaduan dan singkironisasi kebijakan pengéndalian

kualitas penduduk

' pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
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pelaksanaan édvokaéi, komunikasi, imformasi dan edukasi pengendalian
kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
peiaksanaian pendayagunaan tenaga penyuluh | keluarga
berencana/ petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga
berencana; |
pelaksanaan pengendealian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontra.seps1,

pelaksanaan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan dan

. peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan

Ity

@

pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;

" memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sehubungan dengan

kebijakan penyelenggaraan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan

keluarga Berencana;
. Pembinaan Kelompok jabatan Fungsional;

- melaksanakari tugas — tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua
SEKRETARIS

Pasal 8

§ekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah
unaur Staf.yang d1p1mp1n oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan

pelayanan teknié administratif dan ketatausahaan kepada seluruh satuan

 organisasi dalam 11ngkungan D1nas Pengendallan Penduduk dan keluarga

Berencana.. .

Untuk melaxsanakan tugas tersebut subagalmana dlmaksud pada ayat (2)

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a.’ mengh1mpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,
‘Petunjuk Pelakqanaan dan Petunjuk Tekms serta bahan - bahan
~ lainnya’ yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas
Sekretans '

b. menyusun langkah --langkah kerja / kegiatan Sekretariat sesuai
. dengan rencara ker_]a yang ditetapkan,;

c. mengarsi pkan dan memehhara dokumen admmlstram dalam berbagai

- bentuk sesual dengan keperluannya,
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mengkdordinasikan ' pelaksé.naan tugas Sekretaris. dengan Bidang-

- bidang lainnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sekretariat serta meneruskan

proses surat menyurat kepada Kepala Dinas;

- mengelola pelaksanaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta

" rumah tangga  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyusunan Renceana Program dan Anggai"an;

- penyelenggaraan -urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,

verifikasi, ganti rugi, tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dan

' pengelolaan sarana;.

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

L _ Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

a.
b,

C.

Sub Bagian Perencanaan;

 Sub Bagian Tata Usaha;

. Sub bagian Keuangan dan Sarana

Pasal 10

(1). Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah :

i e : a.

membantu Sekretaris dalam pelayanan teknis administratif kepada

- satuan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana bidang perencanaan;
menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,

Petunj"uk_ Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub

Perencanaan;

" menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bagian

Perencanaan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan;
mengarsipkan dan memelihara dckumen administrasi dalam berbagai

bentuk sesuai dengan keperluannya; .

' mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan; -

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Perencanaan sesuai dengan

‘pedoman kerja;
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melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran

‘ dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,;

meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Sekretaris;
menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah

,. kepada Sekretaris;

memberikan pelayanan teknis administrasi umum dibidang

- perencanaan;

melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat
menyurat yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk_ dan
Keluarga Berencana; |

menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berhubungan dengan tugas Perencanaan;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :

a.

b.

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas bidang tata usaha;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,

.,Petuhjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubuﬁgan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub

- Bagian Tata Usaha;
~menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bagian Tata Usaha

sesuai dengan Rencana Kerja yarng ditetapkan;

. mghgarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

bentuk sesuai dengan keperluannya;

. mei‘igkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian‘ Tata Usaha

~ dengan Sub Bagian lainnya;

menerima petunjuk sesuai dengan disposisi atasan;

- membantu memberi petunjuk pelaksanaan tugas, mencatat,

menomori  surat masuk dan  keluar, menstempel = dan

mendistribusikan surat-surat dinas serta penataan arsip;
mengji1ventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan bideng tata usaha;

- menyelenggarakan penerimaan surat-surat dinas, surat masuk,

mencatat dalam lembar disposisi dan mendistribusikannya;

- menerima, mengagendakan, mengekspedisi dan mengirim surat-surat

ke instansi terkait ;

mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta
informasi yang berhubungan dengan bidang tata usaha;
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' mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Tata Usaha sesuai

. dengan pedoman kerja;

menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta

" mempersiapkan - saran pertimbangan pemecahan masalah kepada

~ Kepala Sekretans

meneruskan proses administrasi surat kepada Sekretaris;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

{3) Uraian Tugas Kepala Sub bagian Keuangan dan Sarana adalah:

a.

‘membantu ekretaris 'dalam melaksanakan tugas Bidang Keuangan

dan Sarana,;

. menghimpun ‘dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,

Petunjlik Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub

Bagian Keuangan dan Sarana;

. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bagian Keuangan

dan Safana sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan;

merlgarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

bentuk sesuai dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kéuangan dan

Sarana-dengan Sub Bagian lainnya,;-
menerima petunjuk sesuai dengan disposisi atasan;

mengumpulkan -bahan dan mempersiapkan penyusunan RKA dan

. DPA;;

menginventarisasi permasalahan — permasalahan yang berhubungan

dengan Keuangan dan Sarana;

‘ mnelaksanalan urusan penggajian ASN / PNS dilingkungan Dinas
g Pengendgaiién Penduduk;
memeiihéra Aset perléngkapan rumah tangga Dinas;
.: mencari, mcngurﬂpulkan, menghimpun dan mengelola data serta
, informasi yang berhubungan'dengan bidang Keuangan dan Sarana;

| mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Keuangan dan

Sarana sesuai dengan pedoman kerja;
menghlmpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah

. kepada Seh'étMS ;

meneruskan proses administrasi surat kepada Sekretaris;

melaksaﬁakan tugas - tugas lain yang diberikan Sekretaris.

!
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Bagian Ketiga
KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
Pasal 11

Bidang Penyuluhan dan Pehggerakan adalah unsur teknis yang dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas. ‘

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan merh'punya.i tugas membantu

‘Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan dan

Penggerakan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :-

. a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi

dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana,;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi

dan Penggerakan d1b1dang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana ‘

c. pelaksanaaﬁ Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemaéyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;

d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);

e. pelak ‘;anaan pemantauan dan evaluasi d1 bidang Penyuluhan, advokasi

dan- Plenggex akan dibidang pengendahan penduduk dan keluarga
berencana,

f. pemberiari bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan'

.advokasn dan Penggerakan  dibidang pengendahan penduduk dan
keluarga berencana

g men'ghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

Petunjuk Pelaksanaan .dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pelakéanaan tugas Bidang
Penyuluhan dan Penggerakan; |

‘h. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan;
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mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan dengan Bidang ~ bidang lain dan Sekretariat;

mengaifahka;n' pelaksanaan tugas Staf Bidang Penyuluhan_ dan
Penggerakan serta meneruskan proses surat menyurat kepada Kepala

Dinas;

k. menghimpun permasalahé.n pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

‘saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas;

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 12

BJdang Penyuluhan dan Penggerakan terdln dari :

a.
b.

C.

Seksi Penyuluhan Komumka31 Informasi dan Edukasi;

Seksi Advikasi dan Penggerakan;

- Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas

lapangan Keluarga Berencana dan Institusi masyarakat Pedesaan.

Pasal 13

(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Penyuluhan Komunikasi Informasi dan
* Edukasi adalah :

a.

- membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam

melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan Komunikasi Informasi dan
Edukasi;

menyiapkan bahan pembinaan pembimbingan dan pelaksanaan

" kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan krateria serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Komunikasi

Informasi dan Edukasi;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

“lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

- Penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi ;

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Penyuluhan

K'omunikési Informasi dan Edukasi sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkal_ﬁ;
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mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi

_ Penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam berbaga1

bentuk sesuai dengan keperluannya,

- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Komunikasi

Informasi dan Edukasi dengan Seksi lainnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Penyuluhan Komunikasi

. Informasi dan Edukasi sesuai dengan pedoman kerja;

“menghimpun dan mempelajari - permasalahan pelaksanaan tugas

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah

- kepada Kepala Bidang;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Penyuluhan dan Penggerakan.

Uraian ’I‘uga.s Seksi Advokasi dan Penggerakan adalah :
a.

membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam

-melaksanakan tugas bidang Advokasi dan Penggerakan;
. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

~ kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria - serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan;

- menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

_ Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

. Advokasi dan Penggerakan ;

menjusun‘ langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Advokasi dan

" Penggerakan sesuai déngan rencana Kerja yang ditetapkan;

- mengarsipkan dan memelihara dokumen adininistrasi Seksi Advokasi

dan l?enggerakah dalam berbagai bentuk sesuai dengan

- keperluannya,;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Advokasi dan

Penggerakan dengan Seksi lainnya;
mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Advokasi dan

Penggerakan sesuai dengan pedoman kerja;

. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas

serta mempefsiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah
kepada Kepala Bidang;

- melaksanakan tugas - tugeis lain yang diberikan Kepala Bidang

Penyuluhan dan Penggerakan.
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(3) Uraian Tugas Seksi Pendayafrunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas

Lapangan Keluarga Berenpana dan Institusi Masyarakat Pedesaan adalah:

a.

membantu Xepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam .

melaksanakan tugas bidang Pendayagunaan Penyuluh' Keluarga

Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi

. Masyarakat Pedesaan;

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan _peclaksanaan

| kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendayagunaan Penyuluh

Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan

- Institusi Masyafakat Pedesaan;

meng}iimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

- Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainhya yang berhuburigan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan

Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan

) menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Pendayagunaan

Penyuluh Keluarga Berencana / Petugas Lapangan Keluarga

| Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan sesuai dengan rencana

kerja yang d1tetapkan,

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi = Seksi

Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana / Petugas Lapangan

Keluarga BérenCana dan Institusi Masyarakat ‘Pedesaan dalam

berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;

,mengkoord1nas1kan pelaksanaan tugas Seksi °~ Pendayagunaan

Penyuluh Keluarga Berencana / Petugao Lapangan Keluarga

Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan dengan Seksi lainnya;

" mengarahkan pelaksanaan fugaq Staf Péndayagunaan Penyuluh

,Keluarga Berencana / Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan

Inst1tus1 Masyarakdt Pedesaan sesuai dengan pedoman kerja;

. - menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas

~serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah

kepada Kepala Bidang;

" meiaksanakan tugas -- tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Penyuluhan dan Penggerakan.
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Bagian Keempat
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana adalah unsur Teknis yang d1p1mp1n oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas melaksanakan tugas di bidang Keluarga Berencana.

Urituk melaksanakan tugas tersebut sebagaimané dimaksud pada ayat (2)

a.
b..

C.

S

k.

" Kepala B1dang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebl_lalfan teknis daerah bidang keluarga berencana;
pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;

peléksanaan peyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria

~ dibidang keluarga berencana;

. pelaksanaan ‘penerimaan, penyimpanan, pengendalian  dan

pendistribusian alat obat Kontrasepsi
pelaksanaan pelayanan keluarga berencana

pelak§anaan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana

- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana

. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga

berencana
mengkoordinasikan pélaksanaan tugas Bidang keluarga dengan
Bidang - bidang lain dan Sekretaris;

meﬁgars1pkan dan memelihara dokumen adm1n1 strasi dalam berbagai

. bentuk sesua1 dengan keperluannya;

mengdrahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Keluarga Berencana
serta meneruskan proses surat menyurat kepada Kepala Dinas;
memperslapkan dan merumuskan program pengendalian Bidang
Keluarga Berencana; - | | .
mengh1mpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempers1apkan

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas;

- merumuskan langka-langka kerja/kegiatan dibidang keluarga

- berencana sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
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Pasal 15

B1dang Keluarga Berencana, terdiri dari :

)

a.
b.

C.

a.

Seksi Pengendahan dan Pendistribusia Alat Kontrasep81

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;’

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.

Pasal 16

Uraian ﬁigas Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribuéian Alat
-Kontrasepsi, adalah :

me'mbémtu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan

. tugas bidang Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kohtrasepsi;

‘peny‘igpan bahan pembinaan, pembimbingar: dan pelaksanaan

l«’ebijakaﬂ' teknis, norma, standar, prosedur dan Kkriteria serta

 ; pemantauan dan ‘evaluasi Pengendalian dan Pend1str1bus1an alat

Kontrasepm

-' menghlr_npun dan mempelajari Peraturan Perundang - ‘undangan,

- Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis .serta bahan - bahan

1a1nnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

. Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi ;

menyuéun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Pen'gendalian

dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi sesuai dengan rencana kerja

_yang dltetapkan,

mengars1pkan dan memelihara dokumen administrasi “Seksi

‘Pengeridalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dalam berbagai

bentuk: sesuai dengan keperluannya;

méngkdoi‘dihasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengendahan dan

_ Pendlstﬂbusmn Alat Kontrasep51 dengan Seksi lainnya;

mengalahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi

-Pengendahan ‘dan Pendlstrlbusmn Alat Kontrasepsi sesuai dengan

pedoman kexja

mengh1man dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas

- serta mempers1apkan saran pertimbangan pernecahan masalah

kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; -

melaLsanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

o Keluarga Berencana



- (2)

18

Uraian Tugas Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana adalah :
a.

membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan

tugas bidang Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

. penyiapan bahan pembinaan, pemb_imbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

- pemantauan dan evaluasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

- Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana,

. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Jaminan

- . Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana kerja yang

ditetapkan,;
mengé.rsipkan' dan memelihara dokumen administrasi Seksi Jaminan

Pelayanan Keluarga Berencana dalam berbagai bentuk sesuai dengan

' keperluannya

mengkoordmas1kan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Pelayanan

Keluarga Berencana dengan Seksi lamnya,

- mengerahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi Jaminan

Pelaya;ian Keluarga Berencana sesuai dengan pedoman kerja;

. menghimpun dan mempelajari permasalahén pelaksanaan tugas
serta .mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah
kepada Kepala Bideng;- |

. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Keluarga Berencana.

Uraian Tu;?';as Séksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga

Berencana adalah

a.’

O

rnembantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan

~ tugas bldang Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

penyiapan bahan pembmaan pembimbingan dan pelaksanaan

" kebijakan tu.kms norma, standar, prosedur dan kriteria serta

- pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan

Keluarga Berencana;

-mengh1mpun dan mempelajan Peraturan Perundang — undangan,

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
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d. menyusun langkah - IangkahA kerja / kegiatan Seksi Pembinaan dan

. Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana sesuai dengan. rencana .
kevja yang ditetapkan,; ;

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen adminisirasi Seksi

Pembinaan dan Péningkdtan Kesertaan Keluarga Berencana dalam

berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;

f mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan

. Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana dengan Seksi lainnya;

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan °Seksi

- Pembinaan dan Péningkatan Kesertaan Keluarga Berencana sesuai

derigéri pedoman Kerja;

" h. mehghimpun -dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas

,»sert.g"' mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah
kepada Kepala Bidang; |
i - me;laksanékan' tugas - tugés lain yang diberikan Kepala Bidang
Kehiarga Berencana.
;
Bagian Kelima
KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

| v . Pasal» 17

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur Teknis yang

‘ ‘dipimpiri ‘oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada.Kepalja Dinas.
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluargs mempunyai tugas

membantit Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Ketahanan

* dan Kesejahteraan Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan. Keluarga menyelenggarakan

fungsi :

‘a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan-

,kesejahteraah keluarga;

b. 1aelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan
dan kesejahteraah keluarga;

c. Iﬁelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;

d. pelakséhaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan
‘remaja; ' o
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pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia
dan rentan;

pelaksanaan .kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga

sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan

‘keluarga;

. ‘Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan

ketahanan keluarga,

:mengkoqrdinasikan.- pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga dengan Bidang — bidang lain dan Sekretaris;

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

‘bentuk sesuai dengan keperluannya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf . Bidang thahénan dan

Kesejahteraan Keluarga serta meneruskan proses surat menyurat

.kepada Kepala Dinas;

mempersiapkan dan merumﬁskan program pengendalian Bidang

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta membersfapkan

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas;
merumuskan langka-langka kerja/kegiatan dibidang Ketahanan dan

Kesejaﬁtefaan Keluarga ~ sesuai dengan rencana ké1ja yang telah

ditetapkan;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Pasal 18

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :

(1)

a.

b.

C.

Seksi pemberd ayaan keluarga qe_}ahtera

* Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut U81a,
Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Pasal 19

Uraian Tugas-Kepala Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera adalah .

a.

membantu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan -Keluarga

dalam melaksanakan tugas bidang Seksi petnber_dayaan keluarga
sejabtera; |
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penyiapan bahan pernbinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;

. menghirnpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan fugas Seksi

pemberdayaan keluarga sejahtera;

- menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi pemberdayaan

keluarga sejahtera sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi

pemberdayaan keluarga sejahtera dalam berbagai bentuk sesuai

- dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi pemberdayaan keluarga
sejahtera dengan Seksi lainnya;

méngarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi

h perhbérdayaan keluarga sejahtera sesuai dengan pedoman kerja;

- menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah

- kepada Kepala Bidang;

melaksanakan tugas - tugas lain yang_' diberikan Kepala Bidang

Keluarga Berencana.

Uraian Tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut
Usia adalah : " '

a.-

membantu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
dalam melaksanakan tugas bidang Seksi Bina Ketahanan Keluarga,
Balita, Anak dan Lanjut Usia;

. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Keluérga, Balita, Anak

dan Lanjut Usia;

menghimpun dan mémpelajari Peraturan Perundang - undangan,

~ Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi
Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Bina Ketahanan

Keluarga, Bg]ita, Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan rencana kerja

yang ditetaﬁlgan;
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. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Bina

Ketahanan Kelu,.arg'a, Balita, Anak dan- Larijut Usia dalam berbagai

- bentuk sesuai dengan keperluannya;-

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan

Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia dengan Seksi lainnya; .

~.mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunéan Seksi Bina

Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan

: _pedoman kerja;

menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas
serta mempersxapkan saran pertlmbangan pemecahan masalah

kepada Kepala Bidang;

" melaksanakan tugas —~ tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Kelu.*-irga Berencana.

Uraian Tugas Seksi Bina Ketahanan Remaja adalah :

a.

membantu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

dalam melaksanakan tugas bidanﬁr Seksi Bina Ketahanan Remaja;

-penyiapan bahan pembmaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, sténdar, prosedur dan Kkriteria serta
pemaﬁtauan dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang — undangan,

4 Petunjuk 'Pellaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedomah pelaksanaan tugas Seksi

. Bina, Ketzahanan Remaja;

. menyusun langkah — langkah kerja / keglatan Seksi Bina Ketahanan

Remaja sesua1 dengan rencana kerja yang d1tetapkan,

. mengar31pkan dan memelihare dokumen administrasi Seksi Bina

Ketahanan RemaJa dalam berbagai bentuk sesuai dengan

- keperluannya;

. mnengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Remaja

dengan SeKsi lainnya;

. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi Bina

Ketahanan Remaja sesuai dengan pedoman kerja,

" menghimpun dan mempelajari - permasalahan pelaksanaan tugas

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah

kepada Kepala Bidang;

'melaksanakan tugas -~ tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Keluarga Berencana.
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' Bagian Keenam
. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 20

B1dang Pengendalian Penduduk adalah unsur teknis yang dipimpin oleh

: seorang Kepala B1dang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian
Penduduk. '

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a.

Kepala B1dang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan daerah dibidang pengendahan penduduk dan

mstem informasi keluarga;

. - pelaksanaan norma,  standar, prosedur dan kriteria dibidang

pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga,

* pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;

pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daé'rah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

pelaksanaan pemetaan  perkiraan (parameter) pengendalian

 penduduk;

pema'.ntauén dan eValuasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;

 pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk;

men’gkbprdinésikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian

"p'endudu,k dghgan Bidang - bidang lain dan Sekretaris;

mengarsi_pkari dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

bentuk sesuai dengan keperluannya;‘

_ mengairahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Pengendalian Penduduk .

serta meneruskan proées surat menyurat kepada Kepala Dinas;

mempersiapkan dan merumuskan program pengendalian Bidang

' Pengendalian penduduk;

. menghimpun perrhasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

saran pertimbangail p'efnecahan masalah kepada Kepala Dinas;

- merumuskan .1angka-langka kerja/kegiatan dibidang Ketahanan dan

’Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana kerja yang telah

ditetapkan,;

. melakg?nakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
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Pasal 21

' Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :

(1

a.

RK

Seksi Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian

" Penduduk;

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;

. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 22

Uraian Tugas Kepala- Seksi pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan
Pengendaiian Penduduk adalah ;

a.

; membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam

. melak's(an‘akan tugas bidang Seksi pemaduan dan Singkronisasi

Kebijakan Pengendalian Penduduk;

. penyiapan bghan pémbinaan, pembimbingan dan' pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

" pemantavan dan evaluasi Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan

- Pengendalian Penduduk;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undengan,

- Petur;ljuk! Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

pemadu'anu'_dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;

_ _menyus_un;langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi pemaduan dan
Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk sesuai dengan

- rencana kerja yang ditetapkan;

men%arsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi

pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

- dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan .tugas Seksi pemaduan - dan

‘Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan Seksi

© lainnya;’

mengarahkan pelaksanaén tugas Staf Pendayagunaan Seksi
pemaduah dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

sesuai dehgan pedomah kerja;

- menghimpun dan mempelajari perinasalahan pelaksanaan tugas

serta 'meilipersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah
kepada Kepala Bidang;
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- melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Pengendalian Pendu duk.

(2) Uraian Tugas Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk adalah :

a.

membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam

melaksanakan tugas bidang Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian

© Penduduk;

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan Kriteria serta

pemantauan dan evaluasi Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian

- Penduduk;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;

menyusun langkah - langkah kerja / kegiafan Seksi Pemetaan

Perkiraan Pengendalian Penduduk sesuai dengan rencana kerja yang

ditetapkan;

" mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi

_ Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dalam berbagai bentuk

sesuai dengan keperluannya

: mengkoord1nas1kan pelaksanaan tugas Seksi Pemetaan Perk1raan

~ Pengendalian Penduduk dengan Seksi lainnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sesuai dengan pedoman

kerja;

. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah
kepada Kepala Bidang; |

A melaksanakan tugas - tugas lain yang dlbenkan Kepala Bldang

Pengendahan Penduduk.

(3) Uraian Tugas Sek31 Data dan Informasi adalah:

a.

membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam

| melaksangkan tugas b1dang Data dan Informasi;

»penyiapan}_ bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan ’teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dalam
pengumpulan Data serta penyajian Informasi;

mf,laksanakan penghimpunan data dalam ‘berbagai bentuk sesuai
dengan keperluannya
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~d.  menyajikan data -inf;)rmasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
" tugas; »
' e. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - uridangan,
| Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan
- lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaai'l tugas Seksi
Data dan Informasi; |
f. menyusun langkah ~ langkah kerja / kegiatan‘ Seksi Data dan
~ Informasi sesuai dengé}n rencana kerja yang ditetapkah;
g menga.rsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Data dan
o Informasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi
dengan Seksi lainnya; | |
i mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendéyagunaan Seksi Data dan
Informasi sesuai dengan pedoman kexjé;
- ' menghimpim dan rhempelajari permasalahan pelaksanaan tugas
- serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah
kt,pada Kepala Bidang;

- k. melaksanakan tugas - tugas lain yang d1ber1kan Kepala B1dang
- Pengendalian Penduduk.

Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 23

i

Pembentukan ’Nomeriklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana

Telnis akan - d1tentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli
I‘engah

Bagian Kedelapan
_ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24 '

(n Kelompok Jabatan Fung%mnal mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam

jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang
. keahliannya; |
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(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud | ayat (2)
dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh kepala Dinas;
(4) Jllmiah Jabatan Fungsional ditentuk_aﬁ berdasarkan kebutuhan dan
- beban kerja; | _ |
(5) Jenis jenjang jabatan . Fungsional dan pembinaan terhadap tenaga
fungéional diatur sesuai dengan Peraturan Peruhdang—undangan yang
berlaku.

~ BABIV
TATA KERJA

Pasal 25

Délam melaksanakan legésnya, Kepala Dina, Sékretaris, Kepala Sub Bagian,
. Kepala Bidang dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip ' koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun
satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Ka'bupatén' serta dengan

instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing — masing.

Pasal 26

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi
- wajio melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan hirarkhi Organisasi
'Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

. BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dehgan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peratui‘an Bupati Nomor 17
Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga

Berencana dan fKesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
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Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orahg dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 23 Februari 2017

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 24 Februari 2017

KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

o

HENDRI SUSANTO LUJ{BANTORBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 6



